
Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR : 42 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 15 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 31 TAHUN 2004 

. TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN 

KEBUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang a. bahwa dengan telah diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2003 tentang Pedoman Organisasi 
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Mengingat 

202 

P rangkat Daerah dan Peraturan 
P merintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
W wenang Pengangkatan, Pemindahan 
da Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
m ka perlu penyesuaian kelembagaan; 

b. ba wa sehubungan dengan hal tersebut, 
m ka semua peraturan-peraturan yang 
m ngatur mengenai Susunan Organisasi 
da Tata Kerja Dinas Dae rah Ka bu paten 
Ke umen perlu ditinjau dan diatur kembali; 

c. ba wa untuk melaksanakan maksud 
ter ebut diatas, perlu ditetapkan dengan 
Pe aturan Daerah untuk mengaturnya. 

1. Un ang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
ten ang Pembentukan Daerah-daerah 
Ka upaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Te gah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Ta un 1950 tentang Penetapan Mulai 
Be akunya Undang-undang Nomor 13 
Ta un 1950; 

2. Un ang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
ten ang Pemerintahan Daerah ( Lembaran 
Ne1ara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Le, 1,'baran Negara Nomor 3839 ); 

3. Un ang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
ten ang Perimbangan Keuangan Antara 
Pe erintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Ne ara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
Le baran Negara Nomor 3848 ); 

4. Peituran Pemerintah Nomor 25 Tahun 
20~? tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Ke enangan Propinsi sebagai Daerah 
Ot nom (Lembaran Negara Tahun 2000 
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Nornor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 
2000 ten tang Pengeiolaan dan 
Pertanggun~awaban Keuangan Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
tenta·ng Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4262); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
·Nomor 4263); 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 70); 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan 
Kewenangan Kabupaten dan Kata; 

10. Keputusan Bersama Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Menteri Dalam Negeri Norn or 
01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
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te tang Pedoman Organisasi Perangkat 
D erah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
T hun 2003 tentang Wewenang 
P ngangkatan, Pemindahan dan 
P mberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

11. K putusan Dewan Perwakilan Rakyat 
D erah Kabupaten Kebumen Nomor : 
7 /KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan 
T ta T ertib Dewan Perwakilan Rakyat 
D erah Kabupaten Kebumen. 

ngan persetujuan 

DEWAN PERWAKI N RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN 

EMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATU N DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
TENTAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA K RJA DINAS PARIWISATA SENI DAN 
BUDAYA BUPATEN KEBUMEN. 

BABI 

TENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Daerah i i yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabu aten Kebumen; 
2. Pemerintah Daerah dalah Pemerintah Kabupaten Kebumen; 
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen; 
4. Bupati adalah Bupati Kebumen; 
5. Wakil Bupati adalah akil Bupati Kebumen ; 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kebumen; 
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7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen; 

8. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya adalah Dinas Pariwisata 
Seni dan -Budaya Kabupaten Kebumen; 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 
Kabupaten Kebumen; 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Kebumen ; 

11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 
Kabupaten Kebumen; 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai 
Negeri Sipil di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya yang 
diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing; 

13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : 
a. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 

Kabupaten Kebumen; 
b. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pariwisata Seni dan Budaya yang terdiri dari : 
i . Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Obyek Wisata 

Kebumen Timur 
Meliputi wilayah kerja : 
a) Kecamatan Kebumen; 
b) Kecamatan Sadang; 
c) Kecamatan Kutowinangun; 
d) Kecamatan Alian ( Krakal ); 
e) Kecamatan Padureso ( Wadaslintang ); 
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f) Kecamatan Ka ngsambung; 
g) Kecamatan Am al; 
h) Kecamatan Mirt; 
i) Kecamatan Bui spesantren. 

2. Unit Pelaksa;ia T -,knis Oinas Pengelola Obyek \Nisata 
Kebumen Barat 
Meiiputi wilayah ker a : 
a) Kecamatan Go bong; 
b) Kecamatan Se por; 
c) Kecamatan Bu yan; 
d) Kecamatan Ay h; 
e) Kecamatan-Kar nganyar; 
f) Kecamatan Ro okele; 
g) Kecamatan Pur ng; 
h) Kecamatan Klir ng; 
i) Kecamatan Pet nahan. 

BABlli 

KEDUDUKltN, UGAS POKOK DAN FUNGS! 

agian Pertama 

Kedudukan 

Pasai3 

,i) Oinas Parlwisata Seni dan Budaya merupakan unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah di idang pariwisata seni dan budaya. 

(2) Dinas Pariwisata Se i dan Budaya dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang ldalam rnelaksanakan tugasnya berada 
dibawah dan bert· nggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
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Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal4 

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pariwisata 
seni dan budaya. 

Pasal5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 
Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya mempunyai 
fungsi: 

a. pelaksanaan perumusan kebijakan 
kepariwisataan dan kebudayaan sesuai 
ditetapkan oleh Bupati; 

teknis di bidang 
kebijakan yang telah 

b. pelaksanaan pengelolaan museum daerah, suaka 
peninggalan sejarah kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai 
tradisional; 

c. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan 
obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi hiburan umum dan 
lingkungan wisata; 

d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan obyek 
wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum; 

e. pelaksanaan penyiapan perijinan dan pengawasan di bidang 
usaha obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi, hiburan umum 
dan lingkungan wisata; 

f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesenian rakyat; 

g. pelaksanaan pemberian ijin pentas dan rekomendasi kesenian 
bagi seniman dan organisasi kesenian; 
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h. pelaksanaan pembe ian nomor induk kesenian bagi seniman 
dan organisasi kese ian; 

1. pelaksanaan pembe ian ijin usaha dan pengawasan perhotelan , 
rumah makan, ba restoran , usaha festivaJ kesenian dan 
budaya, usaha ta an rekreasi , taman laut, pantai, bumi 
perkemahan, pondo wisata, gelanggang renang, pemandian 
alam, padang gol , gelanggang olah raga, gelanggang 
permainan, rumah b 11yard, bowling dan lain sejenisnya; 

j. pelaksanaan invent risasi , pengawasan pembangunan dan 
pengembangan kep riwisataan serta pengaturan obyek wisata; 

k. pelaksanaan pember an informasi, promosi budaya dan wisata; 

I. pelaksanaan penye enggaraan kerjasama internasional di 
bidang kepariwisataa . 

BABIV 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 

sunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi inas Pariwisata Seni dan Budaya terdiri 
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dari: 

a. Kepala Dinas; 
b. Bagian Tata Usah , 
c. Bidang Pengemb ngan Produk Pariwisata; 
d. Bidang Seni Buda a; 
e. Bidang Pemasara ; 
f. Unit Pelaksana T k,1is Dinas; 
g. Kelompok Jabata Fungsional. 



Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan 0aerah ini 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Bagian Kedua 

Kepala Dinas 

Pasal7 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan 0aerah 
1n1. 

Bagian Ketiga 

Bagian Tata Usaha 
Pasal8 

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang 
perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan kepada semua 
unsur dalam lingkungan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. 

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 

Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
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a. pelaksanaan penyu unan rencana program kegiatan dan 
pelaporan serta pem inaan organisasi dan tata laksana; 

b. pelaksanaan pengelo aan administrasi keuangan; 
c. pelaksanaan pengel laan administrasi kepegawaian; 

d. pelaksanaan pen9urusan surat menyurat, kearsipan, 

perpustakaan, ruma tangga dan perlengkapan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 

Pasal10 

(1) Bagian Tata Usaha m mbawahi : 
a. Sub Bagian Umum· 

b. Sub Bagian Peren anaan. 

(2) Masing-masing Sub B gian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) Pasal ini, dipimpi oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
dalam melaksanaka tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab ke ada Kepala Bagian Tata Usaha. 

Pasal11 

(1) Sub Bagian Urn um empunyai tugas melaksanakan urusan 
surat menyurat, kear ipan, perpustakaan, perlengkapan dan 
rumah tangga, p mbinaan organisasi dan tata laksana, 
administrasi kepega I ian serta melaksanakan administrasi 
keuangan. 

(2) s, 1b Bagian aan mempunyai tugas melaksanakan 
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Bagian Keempat 

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata 

Pasal12 

( 1) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Seni dan 
Budaya di bidang pengembangan produk pariwisata. 

(2) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 
Peraturan Daerah ini, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata 
mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk pariwisata 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; 

a. pelaksanaan perijinan di bidang pengesahan obyek wisata, 
atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum; 

b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
pengembangan produk pariwisata. 

Pasal14 

( 1) Bidang Pengembangan Produk Pariwisata membawahi : 

a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; 
b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana. 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasai ini, 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 
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tugasnya berada d bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Peng mbangan Produk Pariwisata. 

Pasal15 

( 1) Seksi Obyek dan Daya T arik Wisata mempunyai tug as 
melaksanakan p nyusunan bahan pembinaan dan 
pengembangan oby k wisata; memproses perijinan bidang 
obyek wisata serta . enyiapkan bahan dan penyusunan laporan 
sert8 pernantauan te hadap obyek wisata . 

{~} Seksi Usaha Jasa d n Sarana mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan standar 
mutu produk usah jasa dan sarana serta memantau dan 
menyusun !aporan i bidang standar mutu produk usaha jasa 
dan sarana pariwisat . 

Bagian Kelima 

B dang Seni Budaya 

Pasal16 

(1) 8idang Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pariwis a Seni dan Budaya dibidang seni budaya. 

{2) Bidang Seni Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
dalam melaksanak n tugasnya berada di bawah dan 
bertanggungjawab k pada Kepala Dinas. 

Pasal17 

Untuk melaksanakan t gas sebagaimana dimaksud Pasal 16 
Peraturan Daerah ini, Bid ng Seni Budaya mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pembi aan umum di bidang seni dan budaya 

berdasarkan kebijak n yang ditetapkan oleh Bupati; 

212 



Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 

b. pelaksanaan pembinaan program dan penyusunan kegiatan 
permuseuman, sejarah, nilai tradisional dan kepurbakalaan; 

c. pelaksanaan pembinaan dan pengemasan kesenian, 
permuseuman, kesejarahan, nilai tradisional dan 
kepurbakalaan; 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 
pelaksanaan kegiatan kesenian, permuseuman, kesejarahan, 
nilai tradisional dan kepurbakalaan. 

Pasal18 

(1) Bidang Seni Budaya membawahi: 

a. Seksi Sejarah Seni dan Nilai Tradisional; 
b. Seksi Museum dan Kepurbakalaan. 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
dipimpin oleh _seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 
tuga~rlYa _,;berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
KepAI~ ,B!d~n~_Seni Budaya. 

Pasal19 

(1) . Seksi Sejarah Seni dan Nilai Tradisional mempunyai tugas 
rrielaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan upaya 
pengembanga·n nilai budaya, sejarah, seni dan nilai tradisional, 
pembinaan kepada Himpunan Anggota Penganut Kepercayaan 
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemantauan dan 
mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan Himpunan Penganut 
Kepercayaan dan memproses perijinan atau rekomendasi 
kesenian bagi seniman dan organisasi kesenian. 

(2) Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, 
mengembangkan museum dan kepurbakalaan meliputi 
penginventarisasian, pemetaan, pengelolaan obyek sejarah 
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dan kepurbakalaa , pemantauan, pelaporan di bidang 
museum dan kepurb kalaan. 

Bagian Keenam 

idailg Pemasaran 

Pasal20 

( 1) Bidang Pemasaran empunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pariwisa a Seni dan Budaya dibidang pemasaran. 

(2) Bidang Pemasaran ipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
dalam melaksanak n tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab k pada Kepala1Dinas.. 

Untuk melaksanakan t as sebagaimana dimaksud Pasal 20 
Peraturan Daerah ini, Bid ng Pemasaran mempunyai fungsi : 
a. pe!aksanaan pembi aan dan pengembangan pameran dan 

promosi pariwisata; 
b. pelaksanaan peman uan dan evaluasi kegiatan promosi dan 

pameran pariwisata; 
c. pelaksanaan penyus nan laporan, pembinaan pengembangan, 

evaluasi kegiatan in rmasi.dan pameran. pariwiaata .. 

Pasa1·22 

(1) Bidang Pemasaran embawahi : 

a. Seksi Promo~i da Pameran; 
b. Seksi Bimbingan an Penyuluhan. 

(2) Masing-masing Seks sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
dipimpin oleh seoran _ Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 
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tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pemasaran. 

Pasal23 

(1) Seksi Promosi dan Pameran mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan pembinaan, pengembangan di bidang 
promosi, pameran dan sarana promosi serta membuat laporan 
di bidang promosi dan pameran. 

(2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan bahan pembinaan, bimbingan dan 
pengolahan wisata, tenaga kerja serta meningkatkan 
pengetahuan dan pengembangan kepariwisataan di daerah. 

Baglan Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal24 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang 
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam 
melaksanakan tugasnya be rad a dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Seni dan 
Budaya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan 
sub ketompok sesuai kebutuhan. 

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban kerja. 

(4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BABV 

KEDUDUKAN, LIGAS POKOK DAN FUNGSI 

UNIT PELAKSANA TE NIS DINAS PARIWISATA SENI DAN 

BUDAYA 

gian Pertama 

Kedudukan 

Pasal25 

(1) Unit Pelaksana Tekn s Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 

rnernpunyai keduduk n sebagai unsur pelaksana teknis 

operasional sebagian t gas Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. 

(2) Unit Pelaksana Tekt11 · Dinas .Pariwisata Seni dan Budaya 

dipirnpin oleh seoran Kepala Unit . .Pelaksana Teknis Dinas 

yang dalarn rnelaksa akan .~ugasnya berada dibawah dan 

bertanggung jawab . kepada . Kepala Dinas dan secara 

operasional •dikoordina ikan oleh Camat. 

agian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasa!26 

Unit Pelaksana Teknis inas Pariwisata Seni dan Budaya 

mempunyai tugas melaksa akan sebagian tugas Dinas Pariwisata 

Seni dan Budaya di bid ng perencanaan, pemeliharaan dan 

pengembangan produk wisa a. 
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Pasal27 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 26 

Peraturan Daerah ini , Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni 

dan Budaya mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan pengadaan sarana 

administrasi barang-barang keperluan obyek wisata; 

b. pelaksanaan dan pengawasan penjualan karcis retribusi masuk; 

c. pelaksanaan pelaporan hasil penjualan karcis retribusi masuk 

kepada Dinas Pariwisata Seni dan Budaya sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

d. pelaksanaan pelaporan pemantauan terhadap sarana dan 

prasarana di obyek wisata; , 

~- pelaksanaan pemeliharaan obyek wisata. 

Bagian Ketiga 

Susunan Organisasi 

Pasal28 

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata 

Seni dan Budaya terdiri dari : 

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

b. Petugas Administrasi ; 

c. Petugas Operasional; 

d. Kelor.:pok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana T eknis Dinas 

Budaya sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II Peratur n Daerah ini dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan. 

Pasal29 
Kepala Unit Pelaksana eknis Dinas Parw,isata Seni dan Budaya 

mempunyai tugas memi pin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

sebagaimana dimaksud alam Pasa! 26 dan 27 Peraturan Daerah 

ini. 

PasaflO 
( 1) Petugas Administra i mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

ketatausahaan, penyusunan perencanaan program, 

pengelolaan perfen kapan, keuangan dan kepegawaian. 

(2) Petugas Op8rasiona rnempunyai 1:ugas rnelal<sanakan kegiatan 

penyusunan re. cana pembinaan pe!estarian dan 

pengembangan ob ek dan daya tarik wisata serta usaha jasa 

dan sarana pari isata, penarikan pajak dan retribusi , 

pengumpulan bah n dan penyusunan informasi, bimbingan 

dan penyuluhan pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi hasil pel ksanaan kegiatan, penyampaian laporan 

secara lisan ma pun tertulis guna pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas 
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BABVI 

TATA KERJA 

Pasal 31 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, 

Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala- Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Kelornpok 

Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 

dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai 

dengan tugas pokok masing-masing. 

Pasal 32 

(1) Setiap pimpinan satuan · organisasi di lingkungan Dinas 

Pariwisata Seni dan Budaya wajib mengawasi bawahan masing­

masir.g dan bila terjadi penyimpangan 22ar mengambi! langkah­

langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di llngkungan Dinas 

Pariwisata Seni dan Budaya bertanggungjawab untuk membina, 

memimpin dan mengkcordinasikan bawahannya masing-masing 

serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan. 
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(3) Setiap pimpinan s wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk tasannya serta bertanggungjawab dan 

melaporkan hasil pela sanaan tugasnya kepada atasan masing­

masing secara berkal tepat pada waktunya. 

(4) Dalam rangka melaks nakan tugasnya, setiap pimpinan satuan 

organisasi dibantu u it kerja yang berada dibawahnya dan 

dalam rangka pemb rian bimbingan dan petunjuk-petunjuk 

terhadap bawahan m sing-masing pimpinan wajib mengadakan 

rapat berkala. 

BAB VII 

PENGANG ATAN DALAM JABATAN 

Pasal33 

Kepala Dinas, Kepala Bag1an, Kepala Bidang, Kepala Seksi , Kepala 

Sub Bagian diangkat 
1

an diberhentikan oleh pejabat yang 

berwenang berdasarkan peraturnn perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Pasal34 

Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Dinas Pariwisata Seni dan 

Budaya diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal35 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai pelaksanaannya- akan diatur lebih Ian jut oleh Bupati . 

Pasal36 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal37 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Din as Daerah 

Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi. 

221 



Himpunan Lembaran Daer h Tahu11 2004 

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang apat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabup ten Kebumen. 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d 

H. SUROSO, SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

LEMBARAN DAERAH 
NOMOR42. 
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pada tanggal 1 Juni 2004 

BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d 

RUSTRININGSIH 

BUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAE RAH KABUPATEN 
KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2004 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS PARIWISATA SENI DAN 
BUDAYA KABUPATEN KEBUMEN 

I KE PALA DINAS I 

I 
KEL. JABATAN FUNGSIONAL 

I 
I 
BIOANG 

PENEGMBANGAN 
PRODUK PAR!V\!!SATA 

I 
SEKSI 

OBYEK DAN DAYA - TARIK WISATA 

SEKSI 
USAHA JASA DAN - SARANA 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.td 

H SUROSO SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

-

-

UPTD 

BAGIAN TATA USAHA I 

I I SUBBAGIAN 
UMUM 

I I BIOANG I 
SEN! BUDAYA 

I 
SEKSI 

SEJARAH, SENI DAN 
NILAJ TRADISIONAL 

SEKSI 
MUSEUM DAN 

KEPURBAKALAAN 

I 
I I SUB BAGIAN I 

PERENCANAAN 

I 
BIDANG 

PEMASARAN 

I 
SEKSI 

,__ PROMOS! DAN 
PAMERAN 

SEKSI 
BIMBINGAN DAN - PENYULUHAN 

BUPATI KEBUMEN, 

ltd 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 42. 
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UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS PARIW1SATA SENI DAN 
BUDAYA KABUPATEN KEBUMEN 

I 
KEL. JABATAN FUNGSIONAL 

I I 
I 

Diundangkan di Keb\.!men 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d 

H. SUROSO, SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 
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LAMPIRAN 11 PERATURAN DAE RAH KABUPATEN 
KEBUMEN NOMOR 31 TAHUN 2004 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS PARIW1SATA SENI DAN 
BUDAYA KABUPATEN KEBUMEN 

KEPALA I 
UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS 

I PETUGAS I 
OPERASIONAL 

I PETUGAS 
ADMINISTRASI 

BUPATI KEBUMEN, 

t.ld 

RUSTRININGSIH 

I 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ~EBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 42. 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 31 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA 
KABUPATEN KEBUMEN 

I. UMUM 

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Oaerah · dan Keputusan Bersama Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangl<at Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur 
kembali. 

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud 
tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daer;:iih 
untuk mengaturnya. 
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II. PASAL DEMI PASA 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal2 
Cukup jelas 

Pasal3 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal4 
Cukup jelas 

Pasal5 
Cukup jelas 

Pasal6 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal7 
Cukup jelas 
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Pasal8 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Ayat ( 1 ) 

Produk pariwisata terdiri dari : 
a. obyek dan daya tarik wisata 
b. transportasi 
c. hiburan 
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d. 
e. fasilitasi 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal 15 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal 16 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 
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Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal 19 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal20 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal21 

Cukup jelas 

Pasal22 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

229 



Himpunan Lembaran Daer, h Tahun 2004 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal23 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal24 

Ayat ( 1 ) 
Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Ayat ( 3) 
Cukup jelas 

Ayat ( 4) 
Cukup jelas 

Pasal25 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 
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Pasal26 
Cukup jelas 

Pasal27 
Cukup jelas 

Pasal28 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal29 
Cukup jelas 

Pasal30 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal31 
Cukup jelas 

Pasal32 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

231 



Himpunan Lembaran Daer h Tahun 2004 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Ayat ( 3) 
Cukup jelas 

Ayat ( 4) 
Cukup jelas 

Pasal33 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Cukup jelas 

Pasal35 
Cukup jelas 

Pasal36 
Cukup jelas 

Pasal37 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 
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